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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi 

Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya Provinsi Bengkulu di Desa Selingsingan 

Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dalam perspektif 

fiqh siyasah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi Pasal 21 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 di 

Desa Selingsingan telah dijalankan melalui koordinasi 

dengan pemerintah desa, penanganan konflik manusia–

satwa, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Meski 

ada upaya sinergis antara BKSDA, aparat desa, dan warga, 

pelaksanaan masih terkendala keterbatasan personel, 

sarana, dan lemahnya penindakan hukum. 

2. Perburuan satwa liar, khususnya harimau sumatera, 

umumnya dipicu faktor ekonomi oleh pendatang, 

sedangkan masyarakat asli cenderung mematuhi larangan 

adat. Dari perspektif fiqh siyasah, upaya ini merupakan 

wujud tanggung jawab negara (ulil amri) dalam menjaga 

kemaslahatan umum sesuai prinsip maqashid al-syari‟ah: 

menjaga jiwa, lingkungan, dan mencegah kerusakan. 
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B. Saran 

1. BKSDA Bengkulu perlu meningkatkan pengawasan, 

memperkuat penegakan hukum, serta memperbanyak 

penyuluhan yang bersifat preventif. 

2. Pemerintah Desa dan masyarakat hendaknya lebih aktif 

melaporkan kasus perburuan atau konflik satwa, serta 

menjaga kearifan lokal yang melarang perburuan satwa 

dilindungi. 

3. Penegak hukum diharapkan memberikan sanksi tegas agar 

tercipta efek jera bagi pelaku perburuan. 

4. Masyarakat luas perlu meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya menjaga satwa dan ekosistem demi 

keseimbangan lingkungan dan kemaslahatan bersama.  
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